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A. LATAR BELAKANG MASALAH
Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam akan arti pentingnya
sebuah lingkungan, maka di dalam pandangannya, lingkungan hanyalah objek
sederhana yang sekedar terkait dengan tumbuhan dan hewan. Padahal
sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan sangatlah jauh lebih luas daripada hal
tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh dimana semua makhluk hidup
berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat,
segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi
lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan
pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan,
sebaliknya justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan,
bahkan lebih negatifnya lagi dapat pula berakibat pada penderitaan hebat bagi
umat manusia, serta meningkatnya angka kemiskinan dan penindasan terhadap
hak asasi manusia (http://jurnalhukum.blogspot.com).
Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti
sekarang ini setidaknya disebabkan oleh pelbagai hal, yaitu kebijakan yang salah
dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya
komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan;
tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang ‘tersesat’,
mulai dari korporasi transnasional hingga CEOs (Chief Executive Officer);
merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta
individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut,
maka pada umumnya menurut Finger jalan yang ditempuh untuk mengatasi
permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih
baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik;
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2menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (green thinking);
penanganan terhadap aktor-aktor ‘sesat’; serta merubah pola kebudayaan, tingkah
laku, dan kesadaran tiap-tiap individu (Matthias Finger, 2006 : 125).
Fenomena telah terjadinya perubahan iklim (climate change) sepertinya
tidak dapat lagi dipertentangkan. Pemanasan global mengakibatkan perubahan
iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim.
pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem
fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola
presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, masa reproduksi hewan dan
tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan
wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah
dengan garis lintang yang tinggi (termasuk ekosistem di daerah Artika dan
Antartika), lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai. Fenomena
pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim juga akan mengakibatkan
terjadinya perubahan sosial atau kependudukan dan budaya. Berbagai kajian
sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola
iklim. Dengan kata lain, pola sosial dan budaya dipengaruhi secara langsung oleh
kondisi iklim setempat.
Observasi lapangan dari stasiun meteorologi di Kutub Utara telah
menunjukan adanya peningkatan temperatur suhu tahunan hingga 1°C dalam satu
generasi terakhir. Dampak buruk dari meningkatnya suhu tersebut adalah
melelehnya gletser (melting of glaciers) dan tenggelamnya bongkahan es di
wilayah Alaska dan Siberia, sehingga dapat menyebabkan naiknya permukaan
laut hingga mampu menenggelamkan pulau-pulau dan menimbulkan banjir besar
di berbagai wilayah dataran rendah. Oleh karenanya, negara-negara kepulauan
seperti Indonesia inilah yang nantinya akan dengan sangat mudah menerima efek
dahsyat akibat meningkatnya ketinggian air laut dan munculnya topan badai.
Lebih parahnya lagi, Indonesia sebagai negara yang menggunakan sebagian
wilayah garis pantainya sebagai kunci aktivitas perekonomian, seperti misalnya di
bidang pariwisata, perikanan bagi para nelayan, pertanian berbasis air, sistem
pengendalian banjir, serta ekstrasi dan pengeboran minyak bumi-gas, sudah pasti
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dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Konsekuensi masa depan
terhadap perubahan iklim juga diprediksi akan lebih dramatis lagi dan menggangu
kehidupan umat manusia, seperti terancamanya distribusi vegetasi alami dan
keanekaragaman hayati, erosi dan badai yang akan memaksa relokasi penduduk di
sepanjang pantai, beban biaya yang sangat besar untuk rekonstruksi infrastruktur
pembangunan, meningkatnya alokasi dana untuk pengendalian potensi kebakaran
dan beragam penyakit, serta investasi yang sangat besar untuk pelayanan
kesehatan. Ketika menyadari sepenuhnya akan dampak buruk perubahan iklim
bagi negara-negara dunia dan khususnya Indonesia baik di Pemerintah Pusat dan
Daerah khususnya Kabupaten Sukoharjo, maka sudah seyogyanya diambil
langkah-langkah penting dan strategis guna mencegah kerusakan yang lebih besar
dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.
Secara normatif,  penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Daerah haruslah
melihat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan
Perundang-undangan, serta harus sinkron dengan aturan lain diatasnya.
Pembuatan kebijaksanaan oleh Pemerintah Daerah haruslah selalu melihat pada 3
(tiga) landasan dalam pembuatannya, yaitu landasan filosofis, yuridis, sosiologis.
Ketiga landasan tersebut merupakan landasan ideal sebagai dasar penyusunan
kebijaksanaan pemerintah (daerah). Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka
penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan hukum yang
berjudul “SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN HUKUM NASIONAL TENTANG




Perumusan masalah dalam suatu penelitian digunakan untuk
memperjelas agar penelitian dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan
sasaran yang diharapkan. Rumusan masalah merupakan acuan dalam
penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang
sedang dibahas.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan pengaturan
Hukum Nasional mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup?
C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan
suatu manfaat dan untuk menemukan intisari hukum dari gejala hukum yang
terkandung didalam objek yang diteliti melalui suatu kegiatan ilmiah.
“Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum ynag
timbul”. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai hasil dari
pemecahan permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan dari penulisan




Tujuan objektif penelitian yang direncanakan ini ialah:
a. Mengetahui dan menganalisis pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan
Hidup;
b. Mengetahui dan menganalisis sinkronisasi antara Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 tahun 2009 tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup dengan Hukum Nasional tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Tujuan Subjektif
Tujuan subjektif penelitian yang direncanakan ini ialah:
a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam
menyusun penulisan hukum, sebagai syarat dalam mencapai gelar
kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta;
b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan serta
memperdalam pemahaman penulis tentang pengaturan hukum
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta
sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada;
c. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis dalam penulisan




Setiap penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan
kegunaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, manfaat yang hendak dicapai
penulis adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis penelitian yang direncanakan ini ialah:
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam
membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan publik;
b. Menambah khasanah kepustakaan yang berhubungan dengan
penelitian dibidang pembuatan kebijakan oleh Pemerintah terutama
Pemerintah Daerah;
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan
ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara khususnya
tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis penelitian yang direncanakan ini ialah:
a. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan dapat dimanfaatkan
oleh pihak yang terkait, akademisi dan pihak yang berkepentingan
lainnya;
b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
c. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan
pemikiran bagi pemerhati Hukum Administrasi Negara serta dapat





Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah
sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum
adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi
(Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35). Penelitian hukum ini merupakan
penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif yang
melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial (Peter Mahmud
Marzuki, 2006 : 33).
2. Sifat Penelitian
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat
perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan
ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-
rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:
22).
Dilihat dari sifatnya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan
penelitian yang bersifat perspektif atau terapan. Sifat ilmu hukum sebagai
ilmu terapan merupakan konsekuensidari sifat perpektifnya. Suatu
penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap suatu yang bersifat
substansial (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 24-25).
Dari penjelasan diatas maka dalam penelitian hukum ini penulis
berusaha dan bertujuan untuk memelaah sejauh mana keserasian yang
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hidup yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dari
hasil telaah tersebut akan dilakukan analisa sehingga memperoleh jawaban
atas perumusan masalah yang diajukan.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan-pendekatan.
Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan memdapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93).
Melihat pembagian beberapa macam pendekatan hukum diatas,
maka penulis dalam penelitian menggunakan suatu pendekatan undang-
undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan undang-undang yang penulis gunakan, dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang diteliti yang bertujuan untuk
mengetahui sinkronisasi atau keserasian antara undang-undang. Undang-
undang yang digunakan untuk regulasi adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup untuk menguji konsistensi dan kesesuaiannya dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-undang yang berkaitan dengan Pengaturan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil telaah tersebut nantinya akan




9Pendekatan konseptual yang penulis gunakan adalah pandangan-
pandangan sarjana hukum dari berbagai negara dan dokrin-dokrin yang
berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan keserasian hukum atau
undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
3. Sumber Penelitian Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2006:
141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
berupa peraturan-peraturan Hukum Nasional adalah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berfungsi memberi penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan tersebut dapat berupa
tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi
hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain:
1) Buku-buku Hukum Administrasi Negara;




3) Buku-buku mengenai masalah pemanasan global dan perubahan
iklim;
4) Jurnal, makalah, artikel, dokumen resmi, serta karya tulis yang
relevan dengan masalah mengenai perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan- bahan hukum
yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Peneliti menggunakan
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) dengan mengumpulkan peraturan perundang-
undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
6. Tehnik Analisis Data
Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau
memecah masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian
diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini,
penulis akan menggunakan tehnik analisis deduksi. Metode deduksi adalah
metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian
diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu
kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47).
Dalam analisis deduksi ini, premis mayornya adalah teori-teori
mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan
premis minornya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan Hukum
Nasional tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.




kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan Hukum Nasional
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum
yang telah penulis dapat, kemudian diolah dan dianalisa dalam bentuk
interpretasi dengan cara menafsirkan bahan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dengan acuan pokok Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk disinkronisasikan secara vertikal
dan horizontal. Adapun tahap analisis data yang penulis lakukan dilalui
dengan tahap : memilih bidang tertentu untuk dijadikan obyek penelitian
dalam hal ini di bidang lingkungan tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, mengumpulan peraturan perundang-undangan baik
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang saling
berkaitan, melakukan penyeleksian terhadap peraturan perundang-
undangan yang dimaksud, langkah terakhir adalah menganalisa dan
menarik kesimpulan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dengan
metode-metode hukum yang ditentukan serta berdasarkan konsep taraf
sinkronisasi yang ada.
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM
Agar penelitian ini dapat tersusun lebih sistematis maka penelitian ini
akan dibagi ke dalam empat bab dan setiap bab terbagi dalam sub-sub bab yang
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil
penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.
BAB I    : PENDAHULUAN









BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian pustaka
B. Kerangka pemikiran
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil penelitian
B. Pembahasan











1. Tinjauan Tentang Asas-asas dan Landasan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Fuller mengajukan pendapat untuk mengukur adanya sistem
hukum. Ukuran tersebut diletakkan pada delapan asas yang dinamakan
Principles of legality, yaitu (Bambang Sunggono, 1994 : 25) :
a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang
dimaksud disini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar
keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila
demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk
menjadi pedoman tingkah laku. Memperbolehkan pengaturan
berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan
untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa
dimengerti;
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang
bertentangan satu sama lain;
f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi
apa yang dapat dilakukan;
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan
sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah
suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan




perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-
undangan khususnya pasal 5 dan pasal 6 yang dirumuskan sebagai
berikut :
Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang baik meliputi :
1) Kejelasan tujuan;
2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
4) Dapat dilaksanakan;
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6) Kejelasan rumusan; dan
7) Keterbukaan.
Selain kedua ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut,
pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman,
serta bersumber dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 2
dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembetukan Peraturan Perundang-undangan yang merumuskan sebagai
berikut, Pasal 2 menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum negara dan Pasal 3 ayat (1) mennyatakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 merupakan
hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.
Hukum itu sah bila dibuat oleh lembaga yang berwenag
membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang
lebih rendah dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, sehingga
hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.
Berdasarkan tingkatan norma hukum tersebut maka dikenal asas-asas





1) Asas tingkatan hierarki, suatu peraturan perundang-undangan yang
isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang
lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya berdasarkan hal-hal sebagai
berikut :
(a) Peraturan perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat
mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
(b) Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau
ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang
sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya;
(c) Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya
tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya. Perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut;
(d) Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh
peraturan perundang-undangan lebih rendah (Lex Superior
derogate Legi Inferior).
2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat. Asas ini
berkaitan dengan hak menguji peraturan perundang-undangan yaitu :
(a) Hak menguji secara materiil yaitu menguji materi atau isi dari
peraturan perundang-undangan apakah sesuai dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
derajatnya;
(b) Hak menguji secara formal, yaitu menguji apakah semua
formalitas atau tata cara pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan sudah dipenuhi. Dalam hal ini materi atau




siapapun kecuali oleh badan pembentukannya sendiri atau badan
yang berwenang yang lebih tinggi;
(c) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-
undang yang bersifat umum (Lex specialis derogate legi
generalis);
(d) Undang-undang tidak berlaku surut;
(e) Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang
yang lama (Lex Posterior derogate legi prori).
Dasar-dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan :
a) Landasan filosofis
Landasan filosofis merupakan filsafat atau pandangan hidup
suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari suatu
bangsa. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik
dan yang tidak baik. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi
dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup dan cita-
cita bangsa.
b) Landasan Sosiologis
Semua peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai
landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan
keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar
perundang-undangan dibuat dan ditaati masyarakat. Dalam membuat
suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan
kesadaran masyarakat tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak
dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibuat dibentuk harus sesuai
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
c) Landasan Yuridis
Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar
kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar
hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan




undangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat adalah
tidak berwenang mengeluarkan peraturan.
Didalam landasan yuridis formal selain menetapkan lembaga
atau badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar
diterapkan proses dan prosedur penetapan, misalnya suatu undang-
undang  sebelum disahkan menjadi undang-undang harus mendapat
persetujuan bersama terlebih dahulu dari presiden. Selain itu
walaupun Rancangan Undang-Undang (RUU) telah disetujui oleh
Presiden tetapi dalam waktu 30 hari sejak persetujuan tidak disahkan
oleh Presiden, maka Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Demikian pula dengan Peraturan Daerah, ditetapkan oleh
Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD
(Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah). Suatu Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala
Daerah tanpa disetujui oleh DPRD maka Peraturan Daerah tersebut
akan batal demi hukum.
2. Tinjauan Tentang Sinkronisasi Hukum
Sinkronisasi adalah sebuah penyelarasan dan penyelerasian
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang
mengatur suatu bidang tertentu. Sinkronisasi peraturan perundang-
undangan memiliki maksud agar substansi yang diatur dalam produk
perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi
(suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya
maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Sedangkan
tujuan dari adanya sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan




hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara
efisien dan efektif (http://www.penataanruang.net/lapan/pdf).
Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan terdapat dua
taraf, yaitu taraf sinkronisasi vertical dan taraf sinkronisasi horizontal,
dengan penjelasan sebagai berikut :
a) Sinkronisasi vertikal
Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling
bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hierarkis
peraturan perndang-undangan adalah sebagai berikut :
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;





Disamping harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-
undangan tersebut diatas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga
diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan.
b) Sinkronisasi Horizontal
Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-
undangan yang sederajat dan mengatur tentang yang sama atau
terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara
kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya





Dalam melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-
undangan, pada umumnya menggunakan prosedur melalui 4 (empat)
tahap sebagai berikut :
a) Inventarisasi
Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan
memperoleh data dan informasi tentang peraturan perundang-
undangan terkait dengan bidang tertentu. Selanjutnya peraturan
perundang-undangan yang telah diinventarisasi, kemudian
dievaluasi untuk mendapatkan peraturan yang paling relevan atau
yang mempunyai kaitan secara teknis dan substansial terhadap
bidang tertentu yang telah dipilih sebelumnya. Dengan demikian,
proses atau kegiatan inventarisasi sesungguhnya telah dilakukan
melalui proses identifikasi yang kritis dan melalui proses
klasifikasi yang logis dan sistematis.
b) Analisis Substansi
Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan, secara umum pengkajian tersebut dilakukan
terhadap seluruh instansi. Secara lebih khusus pengkajian substansi
tersebut mencakup peristilahan, definisi, dan substansi.
c) Hasil Analisis
Dari substansi tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi
untuk mendapatkan hasil yang valid dan benar, kemudian
digunakan sebagai bahan untuk melakukan sinkronisasi.
d) Pelaksanaan Sinkronisasi
Merumuskan dan mensinkronikan substansi peraturan





3. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-undangan Mengenai
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tatanan pengelolaan lingkungan hidup kini semakin
diperkuat dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UU-PPLH) yang disahkan melalui rapat paripurna Dewan
Pewakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 8 September
2009. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal ini, meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada beberapa hal
baru yang ditambahkan dan banyak substansi dari undang-undang
lama (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997) yang diperkuat.
Ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain kewajiban
penyusunan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion
(kesamaan ciri wilayah geografis) serta penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik di
tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan kepada
penyusun peraturan dan pemerintah untuk menyertakan aspek
lingkungan hidup sebagai basis penyusunan peraturan perundangan
dan anggaran. Baik Pemerintah maupun pelaku usaha wajib
menyertakan aspek lingkungan dalam kebijakan maupun ekonomi.
Beberapa aspek yang mendapat penguatan tersebut antara
lain fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
pengelolaan perijinan, serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri




Penguatan fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) meliputi peningkatkan akuntablitas, penerapan
sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), penerapan sanksi hukum bagi
pelanggar bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin
lingkungan. Izin lingkungan merupakan prasyarat mendapatkan
izin usaha dan atau kegiatan. Bahkan, Ijin Usaha/Ijin Kegiatan
tersebut bisa batal demi hukum, bila izin lingkungan dicabut.
Sedangakan semua izin pengelolaan lingkungan hidup yang telah
dikeluarkan oleh pejabat berwenang wajib diintegrasikan dalam
izin lingkungan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan
Undang-Undang tersebut.
Penguatan fungsi penegakan hukum, terdapat pada sanksi
pidana yang diperluas, tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi
juga pejabat terkait. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan sanksi pidana seperti
yang tercantum dalam Pasal 98 - 115 berupa ancaman pidana
kurungan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun. Sedangkan denda-denda minimal 500 juta dan maksimum
15 milyar (http://www.benefita.com).
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 tahun 2009
tentang Pengendalian Lingkungan
1. Pengertian Peraturan Daerah
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda)
adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama




berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah
Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala
Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten atau Kota”.
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah dibentuk dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten,
atau Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan perundnag-undangan yang lebih
tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah
serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau
Bupati atau Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang
Gubernur atau Bupati atau Walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan
Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang
disampaikan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota
dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan
Peraturan Daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi
Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam
penyiapan satu materi Peraturan Derah. Ada berbagai jenis
Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah






c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
f. Perangkat Daerah;
g. Pemerintahan Desa;
h. Pengaturan Umum lainnya.
2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah
Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagai berikut dalam jurnal Buletin Perbankan dan
Kebanksentralan :
a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas
yang hendak dicapai;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap
jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-
undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal
demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak
berwenang;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-
benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
peraturan perundang-undangan;
d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam




e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasayarakat, berbangsa dan bernegara;
f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-
undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya;
g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan,
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam
proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung
asas-asas sebagai berikut:
a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Peraturan
Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan
Daerah harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional;
c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Peraturan Daerah
harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip




d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan
Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Peraturan
Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila;
f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan
Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan
budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah
sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Peraturan
Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa
setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi
hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender
atau status sosial;
i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi
muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum;
j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa
setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara





k. Asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang
bersangkutan. Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD
dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah
harus mempertimbangkan keunggulan lokal atau daerah,
sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pengendalian Lingkungan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2009 ini ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009 terdiri dari 23 bab
dan 73 Pasal. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu
peraturan untuk pengendalian lingkungan hidup khususnya di
Kabupaten Sukoharjo untuk mencegah dan menanggulangi
permasalahan lingkungan hidup yang meliputi antara lain
meningkatnya pencemaran lingkungan, berkurangnya lahan
sebagai daerah resapan air, dan meningkatnya kerusakan lahan
serta dampak perubahan iklim, terutama bencana terkait
perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang
sudah semakin dirasakan oleh masyarakat Sukoharjo. Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 ini meliputi
pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pengawasan, dan
penegakan hukum. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka
dalam Peraturan Daerah tersebut belum diatur mengenai
kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup,
penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis), dan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah serta belum




Lingkungan (AMDAL) dan fungsi penegakan hukum
lingkungan hidup.
4. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a. Pengertian Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu
kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi
tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah
administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang
perlindungan dan pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah
lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum Lingkungan hidup
Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya.
Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah
yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera
dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi
alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya
sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala
aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah
wawasan Nusantara (Siwanto Sunarso,  2005 : 43).
b. Pengertian Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan




hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
a) Perencanaan
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dilaksanakan melalui tahapan :
a) Inventarisasi lingkungan hidup yang terdiri atas inventarisasi
lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau atau
kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi
lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan
informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi
dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk dan
penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan
konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan;
b) Penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam,
daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya,
ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi
lingkungan hidup;
c) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang terdiri atas RPPLH nasional, provinsi, dan
kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH harus
memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis,
sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan
local, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. RPPLH
memuat rencana tentang pemanfaatan dan atau pencadangan
sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan
atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta
pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi




penyusunan dan dimuat dalam rencana pembanguanan jangka
panjang dan jangka pendek.
b) Pemanfaatan
Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan
RPPLH. Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya
tamping lingkungan hiup dengan  memperhatikan keberlanjutan
proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas
lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan
masyarakat.
c) Pengendalian
Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
hidup meliputi :
a) Pencegahan
Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan hidup terdiri atas :
(a) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
(b) Tata ruang;
(c) Baku mutu lingkungan hidup;




(h) Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
(i) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
(j) Anggaran berbasis lingkungan hidup;
(k) Analisis risiko lingkungan hidup;




(m) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau
perkembangan ilmu pengetahuan.
b) Penanggulangan
Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan dengan :
a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
b) Pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
hidup;
c) Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan hidup;
d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
c) Pemulihan
Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :





e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
d) Pemeliharaan
Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya
konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam,
pelestarian fungsi atmosfer.  Pelestarian fungsi atmosfer meliputi :
a) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
b) Upaya perlindungan lapisan ozon;





Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati
atau Walikota yang sesuai dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan,
Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota menetapkan pejabat
pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
f) Penegakan
Penegakan lingkungan hidup dilakukan melalui penetapan sanksi
administratif dan sanksi pidana. Dalam hal penyeleseian sengketa






Penelitian ini berdasarkan acuan teoritik diatas maka dapat diperjelas
dengan alur berpikir yang akan mendukung beserta mempermudah dalam
melakukan penyusunan penelitian hukum ini, berdasarkan sebab tersebut
maka penulis dapat merumuskan alur kerangka berpikir dalam penelitian ini
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Berdasarkan alur berpikir diatas, dapat dijelaskan bahwa suatu
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran adan atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
diperkuat dalam Pasal 18 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan ketentuan
kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam
konstitusi. Pasal 18 huruf h ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan pasal diatas Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
mengakomodasi perlindungan konstitusi (constitutional protection)
baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup
yang memadai. Untuk menyelenggarakan suatu perlindungan dan
pengelolaan lingkungan tersebut maka haruslah dibentuk suatu
perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup maka dibentuklah suatu Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang merupakan perubahan dari Undang-Undang
Nomor 27 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Permasalahan Lingkungan hidup tidak hanya menjadi
wewenang Pemerintah Pusat akan tetapi juga menjadi wewenang
Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang




wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk
Kabupaten urusan yang berskala Kabupaten, perlu diatur upaya
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan maka, dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.
Melihat pemaparan tersebut maka perlu kiranya, bahwa sebuah
produk hukum itu harus sinergis dan harmonis antara satu dengan
yang lain. Logika berpikir dalam penulisan ini bahwa pembangunan
berwawasan lingkungan dalam lingkup nasional belum dapat
terwujud apabila belum ada sinkronisasi antara sistem hukum yang
ada yang terangkum dalam peraturan perundang-undangan
sebagaimana dalam principles of legality yang dinyatakan Fuller
bahwa suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-
peraturan yang bertentangan satu sama lain, karena fungsi dari
peraturan perundag-undangan itu sendiri salah satunya adalah
mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Khususnya
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, jangan sampai
sistem hukum Nasional menjadi hambatan dalam mewujudkan
praktek pembangunan berwawasan lingkungan hanya karena belum
adanya sinkronisasi antara pengaturannya dalam peraturan
perundang-undangan lainnya. Sinkronisasi antara sistem hukum yang
ada yang terangkum dalam peraturan perundang-undangan juga
dinyatakan oleh Hans Kelsen dalam Stufenbau Theory bahwa norma-
norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu
hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah
berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma
yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi lagi, demikian seterusnya. Kesimpulannya, ketentuan
mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Deskripsi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Teori normatif tentang hukum yang dikemukakan Hans kelsen
bersifat dasar yang konsepsinya adalah mengenai Grundnorm. Grundnorm
merupakan semacam penggerak seluruh sistem hukum, yang menjadi dasar
mengapa hukum harus dipatuhi dan yang memberikan pertanggungjawaban
mengapa hukum harus dilaksanakan. Stufenbau theory melihat tata hukum
sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari norma-norma
umum sampai pada norma-norma yang lebih konkret, serta sampai pada
yang paling konkret dari tata urutan Peraturan perundang-undangan yang
dalam hierarkinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Maria Farida,
2007 : 41).
Jenis-jenis Peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Pasal 7 adalah sebagai berikut :
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c) Peraturan Pemerintah;
d) Peraturan Presiden;
e) Peraturan Daerah yang meliputi : Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Gubernur, Peraturan
Daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten atau Kota, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara




Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan, Jenis
Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kekuatan hukum peraturan
perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki diatas.
Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 :
a) Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang
tertinggi di negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya
dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan
persetujuan Presiden seperti dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditetapkan sebagai berikut, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai berikut :
1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang;
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diragukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama




rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-
undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Sebagai peraturan yang dibentuk oleh lembaga legeslatif (Dewan
Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden), undang-undang
merupakan peraturan yang tertinggi yang didalamnya telah dapat
dicantumkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan
peraturan yang sudah dapat langsung berlakui dan mengikat.
b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
Disamping undang-undang yang merupakan peraturan perundang-
undangan yang tertinggi di Indonesia, dikenal pula adanya peraturan
yang mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang, sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menentukan sebagai berikut :
1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah
sebagai pengganti undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;
3. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu
dicabut.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan
oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang harus
segera diatasi, karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya
dengan undang-undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu




c) Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang berdasarkan
ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menentukan sebagai berikut bahwa
”Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya”. Peraturan Presiden merupakan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan
ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan yang berbunyi
sebagai berikut bahwa ”Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan adanya
kekuasaan pemerintah tersebut, Presiden mempunyai kekuasaan untuk
mengatur segala sesuatu di Negara Republik Indonesia, hanya saja
kekuasaan mengatur ini mempunyai suatu batasan sesuai dengan Pasal 5
ayat (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang menyebutkan bahwa apabila Presiden akan membentuk undang-
undang harus dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat,
dengan perkataan lain apabila Presiden akan mengatur dalam jalur
undang-undang, presiden harus membentuknya bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, sedangkan apabila Presiden hendak mengatur
dengan jalur alternatif, dapat dilaksanakan dengan pembentukan suatu
Keputusan Presiden atau disebut dengan Peraturan Presiden.
d) Peraturan Menteri (PERMEN)
Suatu peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah
dari Peraturan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu
Peraturan Menteri ini bersumber dari Pasal 17 Undang-Undang Dasar




1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara
diatur dalam undang-undang.
Oleh karena menteri-menteri negara itu adalah pembantu-
pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan
yang diberikan kepadanya.
e) Peraturan Daerah Provinsi
Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan suatu
pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal
136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang isinya yaitu :
1. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dapat
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan tugas pembantuan;
3. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
lebihtinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
4. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undnagan yang lebih tinggi;
5. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku




f) Peraturan Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi
Dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 yang berbunyi :
1. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan
perundang-undangan, Kepala Daerah memetapkan peraturan Kepala
Daerah dan atau putusan Kepala Daerah;
2. Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
g) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
Kewenangan pembentukan Peraturan Kabupaten atau Kota ini
merupakan pemberian wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai
Pasal 136  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu Peraturan Daerah Kabupaten
atau Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang dari suatu
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pada
pengertian perundang-undangan diatas, maka keputusan Walikota atau
Kepala Daerah misalnya yang memperoleh delegasi dari Peraturan
Daerah termasuk pengertian peraturan perundang-undangan (tingkat
daerah). Menurut Hans Kelsen bahwa peraturan perundang-undangan
tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah
Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan
tingkat daerah.
Penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah merupakan tindak
lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan




dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Fungsi Peraturan Daerah
merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terutama Pasal 136 dan juga
merupakan fungsi delegasi dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
Fungsi Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam Pasal 136  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Peraturan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan ang lebih tinggi dan memperhatikan
ciri khas masing-masing daerah;
3. Menyelengarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan
dengan kepentingan umum;
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang
dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di tingkat pusat.
Pearaturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan perundang-undangan tingkat daerah secara luas mencakup
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh satuan Pemerintah
Pusat didaerah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Pemerintah Pusat yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah dibentuk dalam
rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan




Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan
Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk
membuat Peraturan Daerah, yang tentu saja diharapkan lebih
mengakomoditir kepentingan masyarakat di masing-masing daerah.
Wewenang tersebut tertuang dalam beberapa Pasal yang berkaitan
dengan beberapa Pasal yang berkaitan dengan masalah Peraturan
Daerah, yaitu :
1. Raperda dapat berasal dari legislatif maupun eksekutif (Pasal 40
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
2. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
mendapatkan persetujuan DPRD (Pasal 136 ayat (1));
3. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi,
tugas pembantuan, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari
peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah (Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004);
4. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan atau peraturan yang lebih tinggi (Pasal 136 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis
dalam rangka penyiapan dan pembahasan Raperda (Pasal 139
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
6. Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah
ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Pasal 146
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
7. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan biaya paksaan penegakan
hukum atau pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp
50.000.000,- (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
8. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran




2. Deskripsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah
a. Dasar Hukum
Landasan yuridis pembentukan aturan undang-undang ini
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang
Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai
Haluan Negara;
3. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
4. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dimana Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat




masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
c. Sistematika
1. Bab I tentang Ketentuan Umum
2. Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
3. Bab III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
4. Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Bab V tentang Kepegawaian Daerah
6. Bab VI tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7. Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Bab VIII tentang Keuangan Daerah
9. Bab IX tentang Kerja Sama dan Penyeleseian Perselisihan
10. Bab X tentang Kawasan Perkotaan
11. Bab XI tentang Desa
12. Bab XII tentang Pembinaan dan Pengawasan
13. Bab XIII tentang Pertimbangan Dalam Kebijakan Otonomi Daerah
14. Bab XIV tentang Ketentuan Lain-lain
15. Bab XV tentang Ketentuan Peralihan
16. Bab XVI tentang Ketentuan Penutup
d. Substansi
Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mencakup :
1) Ketentuan umum berisi penjelasan mengenai definisi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah, Daerah Otonom,




Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Desa, Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah, Pembiyaan, Pinjaman Daerah, Kawasan Khusus, Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, Komisi
Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Kampanye;
2) Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus dijabarkan mengenai
Pembentukan Kepala Daerah dan Kawasan Khusus;
3) Pembagian urusan Pemerintahan terdiri atas Pasal yang mengatur
penyelenggara pemerintahan, asas penyelenggaraan pemerintahan,
hak dan kewajiban daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, dan
Wakil Kepala Daerah, Larangan bagi Kepala Daerah dan Waki
Kepala Daerah, Pemberhentian Kepala Daerah dan Waki Kepala
Daerah, tindakan penyidikan  Kepala Daerah dan Waki Kepala
Daerah, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, penghentian antar waktu anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan
Waki Kepala Daerah, penetapan pemilih, kampanye, pemungutan
suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan, ketentuan pidana,
perangkat daerah;
4) Kepegawaian Daerah terdiri atas Pasal yang mengatur managemen
Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri atas Pasal
yang mengatur kewenangan daerah otonom untuk membuat
Peraturan Daerah;
6) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Pasal yang mengatur
rencana pengembangan dan pembangunan daerah otonom sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
7) Keuangan daerah terdiri atas pasal yang mengatur penyelenggaraan




mencakup ketentuan umum, pendapatan belanja dan pembiayaan,
surplus dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
pemberian itensif dan kemudahan investasi, BUMD, pengelolaan
barang daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pertanggungjawaban
plaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, evaluasi,
pelaksanaan tata usaha keuangan daerah;
8) Kerja sama dan penyeleseian perselisihan terdiri atas pasal yang
mengatur bentuk kerjasama antar daerah otonom dan penyeleseian
masalah yang terjadi secara musyawarah mufakat;
9) Kawasan perkotaan terdiri atas pasal yang mengatur kota sebagai
daerah otonom;
10) Desa terdiri dari pasal yang mengatur ketentuan umum, pemerintah
desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga lain, keuangan desa,
kerjasama desa;
11) Pembinaan dan pengawasan terdiri dari pasal yang mengatur hak
dan kewajiban yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah otonom;
12) Pertimbangan dalam Kebijakan otonomi daerah terdiri atas pasal
yang mengatur kewenangan Presiden untuk membentuk suatu
Dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan
terhadap kebijakan otonomi daerah;
13) Ketentuan lain-lain terdiri atas pasal yang mengatur ketentuan bagi
daerah istimewa dapat diberikan otonomi khusus sesuai undang-
undang ini;
14) Ketentuan peralihan terdiri atas pasal yang mengatur ketentuan
peraturan lain yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
15) Ketentuan penutup terdiri atas pasal yang mengatur undang-undang
ini berlaku sejak diundangkannya dan adanya jangka waktu selama





Substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 disinkronkan dengan Pasal 146 bahwa
untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan
perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan peraturan Kepala
Daerah selain itu aturan ini juga menyebutkan Peraturan Kepala
Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
3. Deskripsi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
a. Dasar Hukum
Landasan yuridis pembentukan aturan ini adalah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Latar Belakang
Latar belakang dibentuknya undang-undang ini adalah mengingat
ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-
undangan dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan
hukum ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga untuk lebih
meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan
peraturan perundang-undangan maka Negara Republik Indonesia
sebagai negara yang berdasarkan atas hukum perlu memiliki peraturan
mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
c. Sistematika
1. Bab I tentang Ketentuan Umum;
2. Bab II tentang Asas Peraturan Perundang-undangan;
3. Bab III tentang Materi Muatan;




5. Bab V tentang Pembahasan dan Penggesahan Rancangan Undang-
Undang;
6. Bab VI tentang Pembahasan dan Penggesahan Peraturan Daerah;
7. Bab VII tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan;
8. Bab VIII tentang Pengundangan dan Penyebarluasan;
9. Bab IX tentang Partisipasi Masyarakat;
10. Bab XI tentang Ketentuan Lain-lain;
11. Bab XII tentang Ketentuan Penutup.
d. Substansi
Substansi undang-undang ini adalah tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
1) Ketentuan umum terdiri atas berbagai definisi tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa,
Progam Legislasi, Progam Legislasi Daerah, Pengundangan Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan;
2) Asas Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya
menguraikan mengenai asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan;
3) Materi muatan yang harus disertakan dalam setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan;
4) Perencanaan Penyusunan peraturan perundang-undangan memuat
tentang progam legislasi dalam setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan;
5) Pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas pasal
yang menguraikan persiapan pembentukan peraturan perundang-




Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Presiden, Persiapan
Pembentukan Peraturan Daerah;
6) Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang yang
diuraikan dalam beberapa bab mengenai pembahasan dan
pengesahan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan
Rakyat;
7) Pembahasan, Pengesahan, dan Penetapkan Rancangan Peraturan
Daerah yang diuraikan dalam pembahasan rancangan Peraturan
Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8) Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan mengatur
mengenai teknik penyusunan;
9) Pengundangan dan penyebarluasan terbagi menjadi beberapa pasal
yang mengatur mengenai penggundangan dan penyebarluasan
peraturan perundang-undangan;
10) Partisipasi Masyarakat dijabarkan dalam satu pasal yang
didalamnya mengatur mengenai aturan dimana masyarakat berhak
memberi masukan lisan atau tertulis dalam rangka penyiapandan
pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
11) Terdapat tiga ketentuan yang terbagi atas ketentuan lain-lain,
katantuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Dari ketentuan Undang-Undang yang akan disinkronkan dalam
penelitian ini adalah ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-
undangan yang tercantum dalam Pasal 7 yaitu :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;








4. Deskripsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a. Dasar Hukum
Landasan yuridis pembentukan aturan ini adalah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Latar Belakang
Latar belakang dibentuknya undang-undang ini adalah mengingat
bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap
dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi
pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit
tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut,
tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman
hayati. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi
dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara,
asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi,
sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan
penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan
nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus






1. Bab I tentang Ketentuan Umum;
2. Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
3. Bab III tentang Perencanaan;
4. Bab IV tentang Pemanfaatan;
5. Bab V tentang Pengendalian;
6. Bab VI tentang Pemeliharaan;
7. Bab VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Bab VIII tentang Sistem Informasi;
9. Bab IX tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
10. Bab X tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan;
11. Bab XI tentang Peran Serta Masyarakat;
12. Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif;
13. Bab XIII tentang Penyeleseian Sengketa Lingkungan;
14. Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian;
15. Bab XV tentang Ketentuan Pidana;
16. Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan;
17. Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.
d. Substansi
Substansi undang-undang ini adalah tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :
1) Ketentuan umum berisi definisi tentang Lingkungan Hidup,
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan
Berkelanjutan, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup atau RPPLH, Ekosistem, Pelestarian Fungsi Lingkungan




Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Kajian Lingkungan Hidup
Strategis atau KLHS, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup atau AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pementauan Lingkungan Hidup atau UKL dan UPL, Baku
Mutu Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Kriteria
Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan
Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya
Alam, Perubahan Iklim, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun,
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan Limbah B3,
Dumping, Sengketa, Dampak, Organisasi, audit Lingkungan
Hidup, Ekoregion, Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat,
Setiap Orang, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Ancaman
serius, Izin Lingkungan, Izin Usaha dan atau kegiatan, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Menteri;
2) Asas, tujuan, dan ruang lingkup menguraikan mengenai asas-asas,
tujuan, dan ruang lingkup tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
3) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
terdiri atas beberapa pasal mengenai inventarisasi lingkungan
hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4) Pemanfataan dibahas dalam satu pasal yang berisi pemanfaatan
sumber daya alam berdasarkan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5) Pengendalian lingkungan hidup terbagi dalam beberapa pasal yang
mengatur mengenai umum, pencegahan, kajian lingkungan hidup
stategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan,
instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-




lingkungan hidup, analisis resiko dan audit lingkungan hidup,
penanggulangan, dan pemulihan;
6) Pemeliharaan lingkungan hidup terdiri atas satu pasal mengenai
upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup;
7) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan
berbahaya dan beracun terbagi dalam beberapa pasal yang
mengatur mengenai pengelolaan bahan berbahaya beracun,
pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, serta dumping;
8) Sistem informasi dijabarkan dalam satu pasal yang didalamnya
diatur mengenai penggembangan sistem informasi lingkungan
hidup oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terpadu dan
terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat;
9) Tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah terbagi
atas dua pasal yang didalamnya menguraikan tentang tugas dan
wewenang Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;
10) Hak, kewajiban, dan larangan dijabarkan dalam beberapa pasal
mengenai hak, kewajiban, dan larangan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
11) Peran masyarakat dijabarkan dalam satu pasal yang didalamnya
mengatur mengenai aturan dimana masyarakat berhak memberi
masukan dan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12) Pengawasan dan sanksi administratif dijabarkan dalam beberapa
pasal yang didalamnya mengatur mengenai pengawasan dan sanksi
administratif dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
13) Penyeleseian sengketa lingkungan dijabarkan dalam beberapa pasal
yang didalamnya mengatur mengenai umum, penyeleseian
sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, dan penyeleseian




14) Penyidikan dan pembuktian dijabarkan dalam beberapa pasal yang
mengatur mengenai suatu penyidikan dan pembuktian dalam hal
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15) Terdapat tiga ketentuan yang terbagi atas ketentuan pidana,
ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Dari ketentuan Undang-Undang yang sudah dijelaskan secara garis
besarnya, yang disinkronkan adalah ketentuan baru mengenai
kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup yang dinyatakan
dalam Pasal 6, penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis)
dalam Pasal 7, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah
dalam Pasal 9, penguatan beberapa aspek dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 antara lain penguatan fungsi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan perizinan, penguatan
fungsi penegakan hukum, terdapat pada sanksi pidana yang diperluas,
tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi juga pejabat terkait..
5. Deskripsi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup
a. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Poko-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perndustrian;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber




5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah;
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
b. Latar Belakang
Penurunan daya dukung lingkungan yang terjadi di Kabupaten
Sukoharjo, sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian
masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Oleh
karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam
pengendalian lingkungan serta untuk mencegah penurunan kualitas




daerah serta semangat untuk andil dalam upaya pencegahan
pemanasan global diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang
mengatur tentang pengendalian lingkungan hidup.
c. Sistematika
1. Bab I tentang Ketentuan Umum;
2. Bab II tentang Asas, Tujuan, dan sasaran;
3. Bab III tentang Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Bab IV tentang Wewenang, Tanggungjawab, dan Kewajiban
Pemerintah Daerah;
5. Bab V tentang Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat;
6. Bab VI tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
7. Bab VII tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup;
8. Bab VIII tentang Kelembagaan Pengendalian Lingkungan Hidup;
9. Bab IX tentang Kelayakan Lingkungan Hidup;
10. Bab X tentang Kemitraan Lingkungan;
11. Bab XI tentang Peran Serta Masyarakat;
12. Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif;
13. Bab XIII tentang Penyeleseian Sengketa Lingkungan;
14. Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian;
15. Bab XV tentang Ketentuan Pidana;
16. Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan;
17. Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.
d. Substansi
Substansi Peraturan Daerah ini adalah tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :
1) Dalam ketentuan umum menjelaskan tentang definisi daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, instansi pengendali lingkungan hidup,




lingkungan hidup, ekosistem, pengendalian lingkungan hidup,
pengendalian pencemaran air, usaha dan atau kegiatan, pelestarian
daya dukung lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan
hidup, daya dukung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan
hidup, daya tampung beban pencemaran air, sumber daya,
pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, air
permukaan, air tanah, daerah aliran sungai, sumber daya air,
sumber pencemar, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku
perusakan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup,
konvervasi sumber daya, limbah, bahan berbahaya dan beracun
atau B3, Limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3,
sengketa lingkungan hidup, dampak lingkungan hidup, Analisis
mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, UKL dan UPL,
audit lingkungan hidup, orang, organisasi lingkungan hidup,
penyidik pegawai negeri sipil, pejabat pengawas lingkungan hidup,
komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup daerah;
2) Asas, tujuan, dan sasaran di dalamnya dirumuskan mengenai asas-
asas, tujuan, dan sasaran pengendalian lingkungan hidupdalam
rangka pembangunan berkelanjutan di daerah;
3) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup di dalamnya termuat
pelaksanaan kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
4) Wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban Pemerintah Daerah;
5) Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
6) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang di dalamnya
temuat kegiatan pengendalian pencemaran baik pencemaran air,
tanah dan udara berupa pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan;
7) Pengendalian perusakan lingkungan hidup yang di dalamnya
termuat kegiatan pengendalian perusakan lingkungan hidup baik
hutan, sumber daya air, lahan dan areal bekas penambangan, tanah,




hayati dan non hayati, dan kawasan konservasi hutan lindung
berupa pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
8) Kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang di dalamnya
mengatur mengenai pembentukan instansi pengendali lingkungan
hidup di daerah;
9) Kelayakan lingkungan hidup yang di dalamnya termuat mengenai
AMDAL, UKL-UPL;
10) Kemitraan lingkungan dalam hal pengendalian lingkungan hidup di
daerah;
11) Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengendali lingkungan
hidup terhadap penataan pengendalian lingkungan hidup oleh
penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
12) Penyeleseian sengketa merumuskan tentang sengketa lingkungan
hidup, penyeeseian sengketa lingkungan hidup di Pengadilan dan
di luar Pengadilan;
13) Pemantauan oleh instansi pengendali lingkungan hidup terhadap
setiap usaha dan atau kegiatan;
14) Perizinan mengatur tentang izin yang wajib dimiliki oleh setiap
usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan
hidup;
15) Larangan dalam rangka pengendalian pencemaran dan atau
perusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem;
16) Penetapan sanksi administrasi bagi usaha dan atau kegiatan yang
melanggar ketentuan yang berlaku;
17) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap penganggungjawab
usaha dan atau kegiatan serta Pemerintah Daerah secara terpadu,
terfokus, dan periodik;
18) Intensif dan disinsentif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah




19) Penyidikan yang mengatur tentang kewenangan dari Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pengawas
Negari Sipil (PPNS);
20) Pembiayaan yang memuat tentang sumber anggaran untuk
pembiayaan pengendalian lingkungan hidup;
21) Terdapat 3 (tiga) ketentuan yaitu ketentuan pidana, ketentuan
peralihan, dan ketentuan penutup.
6. Proses Legislasi Peraturan Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menurut Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
bersama Gubernur atau Bupati atau Walikota, dilakukan melalui berbagai
tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam
rapat komisi atau panitia atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang khusus menangani dibidang legislasi dan rapat paripurna.
Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas
bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau
Bupati atau Walikota, rancangan tersebut dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Gubernur atau Bupati atau Walikota disampaikan oleh pimpinan daerah
kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.
Rancangan Peraturan tersebut diatas ditetapkan oleh Gubernur atau
Bupati atau Walikota dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan
Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Gubernur atau Bupati atau Walikota. Dalam hal Rancangan Peraturan




dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah
tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah
menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
Peraturan perundangan tingkat daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur
Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-
undangan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan tingat daerah
secara luas mencakup peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
satuan Pemerintah Pusat yang berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu.
Menurut Pasal 136 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri
khas masing-masing daerah.
7. Legislasi Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah
Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dibentuk berdasarkan amana Pasal 18 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai mekanisme
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dikenal 3 (tiga) asas di dalamnya, yaitu : Asas
desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran masyarakat tetapi tetap memperhatikan prinsip




potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Dasar
Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau
kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Pasal 1 butir  9 Undang-
Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 menytakan bahwa yang dimaksud
dengan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat
kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten atau kota
kepda desa serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.
Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk
membuat kebijakan yang berfungsi untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dimasing-masing daerah
otonom. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas,
wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serata atas amanat
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan
kebijakan-kebijakan daerah yang dirumuskan melalui Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan
dengn peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan
kepentingan umum.
Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Pemerintah Daerah.
Khusus Peraturan Daerah tentang Anggran Pendapatan Belanja Daerah
rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup
keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk dibahas bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah dengan ketentuan
daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah. Pengertian Peraturan Daerah menurut Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis
peraturan perundang-undangan di Indonesia termaktub dalam hierarki
peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu
sebagai berikut :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;





Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan juga mengatur mengenai penyusunan
Peraturan Daerah sebelum dibentuk. Pembentukan progam legislasi daerah
merupakan perintah dari Pasal 15 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Perencanaan penyusunan daerah
dilakukan dalam suatu proses legislasi daerah”. Dengan demikian, proses
pembentukan peraturan daerah harus terlebih dahulu melelui proses
penetapan progam legislasi daerah, dimana pembentukan Peraturan
Daerah merupakan bagian dari pembangunn di daerah yang mencakup
pembangunan sistem hukum daerah yang dilakukan mulai dari




Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan merumuskan progam
legislasi daerah sebagai instrumen perencanaan progam pembentukan
peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
Progam Legislasi Daerah diadakan supaya dalam pembetukan peraturan
perundang-undangan di tingkat daerah dapat dilaksanakan secara
terencana. Dalam Progam Legislasi Daerah perlu menetapkan mengenai
pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan peraturan
perundang-undangan lain diatasnya. Dengan dmikian, penyusunan progam
legislasi daerah harus disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu
yang disusun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala
Daerah. Disamping itu pula progam legislasi daerah dimaksudkan untuk
menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada
dalam kesatuan hukum sistem hukum nasional.
Peraturan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan
Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dalam Psal 26 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 dikatakan bahwa ”Rancangan Peraturan Daerah
dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atah Gubernur atau
Bupati Atau Waikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan
Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.” Pengaturan tersebut dapat
dipahami bahwa rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tata cara
mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala
Daerah diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 mementukan bahwa ”Rancangan Peraturan
Daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau






Lingkungan hidup yang dimaksudkan dalam Undang-Undang 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup
lain.
Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya
norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua
Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 huruf h ayat (1): “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional”. Berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka sudah jelas
bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (constitutional protection) baik
terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang
memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari
atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional.
Hak hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan
memperoleh jaminan konstitusi (constitutional guranteee) untuk hidup dan
memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan
berkembang. Ketentuan ini dapat juga disandingkan dengan Pasal 25




“everyone has the right to a standart of living adequate for the health and
well-being of himself and of his family”(artinya : Setiap orang memiliki hak
atas standar hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya
dan keluarganya). Sedangkan di dalam Pasal 12 ayat (1) ICESCR ditegaskan,
“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to
the enjoyement of the highest attaintable standard of physical and mental
health” (artinya : Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap
orang untuk menikmati dan mencapai standar tertinggi kesehatan fisik dan
mental). Kesimbpulanya, kebutuhan hidup warga negara Indonesia juga harus
terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai baik terhadap kesehatannya
maupun hal-hal lain yang terkait dengan penyokong kehidupan seseorang.
Secara lebih luas, norma ini diperkuat pemaknaannya dengan termaktubnya
salah satu tujuan negara sebagai cita negara (staatsidee) pada Alinea Keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. Sebagai perbandingan interpretasi frasa, Mahkamah Agung India
dalam menafsirkan Pasal 21 Konstitusi India mengenai “hak untuk hidup”
(right to life) dan “kemerdekaan pribadi” (personal liberty) menggunakan
doktrin Public Trust yang erat kaitannya dengan aspek lingkungan hidup dan
ekologi. Dalam putusannya disebutkan bahwa (Khitolia, 2002 : 27-29) :“The
major ecological tenet is that world is finite. The earth can support and bear
such quantity of pollution. When the pollutants exceed such quantity, the earth
cannot bear. Hence the industries are not entitled to pollute the enviroment
and cause danger to the people to live in the surroundings of the industries”
(artinya : Prinsip ekologi utama adalah dunia yang terbatas. Bumi dapat
mendukung dan menanggung jumlah yang pencemaran. Ketika polutan
melebihi jumlah tersebut, bumi tidak tahan. Oleh karena itu industri tidak
berhak untuk mencemari lingkungan dan menyebabkan bahaya kepada
masyarakat untuk tinggal di lingkungan industri). Dengan demikian, hak untuk
hidup dan kemerdekaan pribadi dalam Konstitusi India ditafsirkan juga




perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapatlah ditarik benang
merah bahwa oleh karena perubahan iklim membawa efek negatif dan sangat
mempengaruhi atas kehidupan setiap orang sehingga dapat menggangu
kestabilan dan kedayatahanan hidupnya, maka sudah seharusnya demi
konstitusi segala sesuatu yang menimbulkan efek gas rumah kaca yang
berlebihan harus dihapuskan atau setidak-tidaknya dibatasi penggunaannya
agar tidak menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan warga negara.
Selanjutnya, walaupun hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang
baik dan sehat dapat berdiri sendiri, namun adakalanya hak tersebut sangat
berkaitan erat denga norma konstitusi lainnya yang bersinggungan dengan
lingkungan, yaitu norma “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan
lingkungan”.
Penggunaan istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
diperkenalkan pertama kali pada masa 1970-an dan menjadi istilah utama pada
saat dan setelah terbentuknya World Commission on Environment and
Development (WCED) pada 1987 atau lebih dikenal dengan Brundtland
Commission. Komisi tersebut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan
sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (World
Commission on Environment and Development (WCED), 1987 : 43). Secara
sekilas, definisi seperti ini terlihat begitu sederhana, akan tetap issu yang
berkembang cepat serta mendalam nyatanya membuat ruang lingkupnya
menjadi semakin kompleks.
Dalam World Summit Report 2005, pembangunan berkelanjutan haruslah
didirikan di atas tiga pilar pokok, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ketiganya dibentuk untuk saling menopang antara satu dengan lainnya.
Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan
tidak saja memfokuskan diri pada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan
sosial semata, namun juga harus berlandaskan pada perlindungan terhadap




dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs) dan tersalurkannya
kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik (Dinah M.
Payne dan Cecily A. Rainborn, 2008 : 28-33). Lebih lanjut, apabila ditarik
melalui persepektif kerangka hukum internasional, Dominic McGoldrick
merumuskan pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh tiga pilar
menyerupai bangunan rumah. Pilar-pilar tesebut dibangun di atas tiga ranah
hukum internasional, yaitu hukum lingkungan internasional, hukum ekonomi
internasional, dan hukum hak asasi manusia internasional (Dominic
McGoldrick, 1996 : 2-7).
Dengan demikian, antara pembangunan berkelanjutan dengan hak asasi
manusia dapat dikatakan juga memiliki hubungan yang begitu erat. Oleh
karenanya, hak-hak asasi manusia yang secara tegas tercantum dalam Pasal 28
hingga Pasal 28 huruf j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 juga menjadi persyaratan penting untuk dipenuhi apabila
pembangunan berkelanjutan ingin dikatakan berjalan sesuai dengan amanat
konstitusi. Sebab, ketentuan dan norma hak asasi manusia di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki substansi dan
pengaturan yang selaras dengan ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM) yang bersifat universal sebagaimana tercantum dalam berbagai
Konvensi Internasional, seperti UDHR, ICCPR, ECOSOC, dan lain
sebagainya (Pan Mohamad Faiz, 13 Mei 2007).
Terkait dengan issu perubahan iklim dan perlindungan serta pengelolaan
lingkungan hidup, maka perlu juga diperhatikan hasil Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di
Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002. Asas-asas pembangunan
berkelanjutan yang tercantum dalam UNCED tersebut, terdiri dari: (1)
keadilan antargenerasi (intergenerational equity); (2) keadilan dalam satu
generasi (intra-generational equity); (3) prinsip pencegahan dini
(precautionary principle); (4) perlindungan keanekaragaman hayati




(internalisation of environment cost and incentive mechanism). Kemudian,
salah satu hasil yang disepakati untuk menunjang pembangunan berkelanjutan
yaitu dilakukannya suatu pendekatan yang terpadu, memperhatikan berbagai
aspek bahaya (multihazard) dan inklusi untuk menangani kerentanan,
penilaian resiko, dan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan,
mitigasi, kesiapan, tanggapan dan pemulihan yang merupakan unsur penting
bagi dunia yang lebih aman di abad ke-21 (Supriadi, 2004 : 104-107).
Menurut Surna T. Djajadiningrat, proses pembangunan berkelanjutan
bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: (1) kondisi sumber daya alam; (2)
kualitas lingkungan, dan (3) faktor kependudukan. Dengan demikian,
pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut
memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu,
pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan
lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia
guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun
masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (CBESD), maka diperlukanlah
pokok-pokok kebijaksanaan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal
sebagai berikut (Surna T. Djajadiningrat, Tahun I No. 1/1994 : 6-9)
a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya
dukung lingkungannya;
b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan
dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan
proyek;
c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah;





e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran
sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan
wilayah pesisir dan lautan;
f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan
lingkungan;
g. Pengembanan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan
dalam pengelolaan lingkungan hidup;
h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk
menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan;
i. Pengembangan kerja sama luar negeri.
Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan pemanasan
global telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mahkluk
hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku
kepentingan. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat terhadap keseluruhan ekosistem, maka dilakukan
pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Terdapat ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 antara lain kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan
hidup yang dinyatakan dalam Pasal 6, penetapan ekoregion (kesamaan ciri
wilayah geografis) dalam Pasal 7, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah dalam Pasal
9. Terdapat penguatan beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 antara lain penguatan fungsi Analisis Mengenai Dampak




akuntablitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penerapan sanksi hukum bagi
pelanggar bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan
utama dalam memperoleh izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan
prasyarat mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan. Ijin usaha atau ijin
Kegiatan bisa batal demi hukum, bila izin lingkungan dicabut. Sedangkan
semua izin pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh pejabat
berwenang wajib diintegrasikan dalam izin lingkungan dalam waktu 1 (satu)
tahun sejak ditetapkan Undang-Undang tersebut yang dinyatakan dalam Pasal
22 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penguatan fungsi
penegakan hukum, terdapat pada sanksi pidana yang diperluas, tidak hanya
kepada pelaku kejahatan, tetapi juga pejabat terkait. Dalam Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan sanksi pidana
seperti yang tercantum dalam Pasal 98 - 115 berupa ancaman pidana kurungan
minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan
denda denda minimal 500 juta dan maksimum 15 milyar. Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan
merupakan salah satu peraturan untuk pengendalian lingkungan hidup
khususnya di Kabupaten Sukoharjo untuk mencegah dan menanggulangi
permasalahan lingkungan hidup yang meliputi antara lain meningkatnya
pencemaran lingkungan, berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air, dan
meningkatnya kerusakan lahan serta dampak perubahan iklim, terutama
bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang
sudah semakin dirasakan oleh masyarakat Sukoharjo. Berdasarkan Pasal 14
ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang menyatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan
urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten
urusan yang berskala Kabupaten, perlu diatur upaya pencegahan,




Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tenteng Pengendalian Lingkungan Hidup
yang terdiri dari 23 Bab dan 73 Pasal. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 9 Tahun 2009 ini meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan,
pengawasan, dan penegakan hukum.
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dalam
Peraturan Daerah tersebut belum diatur mengenai kewajiban penyusunan
inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah
geografis), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah serta belum adanya penguatan
pada fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan fungsi
penegakan lingkungan hidup.
Teori normatif tentang hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori Hans
Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai Grundnorm.
Grundnorm merupakan semacam bensin yang menggerakan seluruh sistem
hukum, yang menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan yang
memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan.
Stufenbau theory melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri
norma-norma, dari norma-norma umum sampai pada yang lebih konkret, serta
sampai pada yang paling konkret.
1. Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
a. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;





3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perndustrian;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
b. Latar Belakang
Penurunan daya dukung lingkungan yang terjadi di Kabupaten
Sukoharjo, sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat
terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Oleh karena itu




lingkungan serta untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan dalam
rangka menopang keberlanjutan pembangunan daerah serta semangat
untuk andil dalam upaya pencegahan pemanasan global diperlukan
adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian
lingkungan hidup.
c. Sistematika
1. Bab I tentang Ketentuan Umum;
2. Bab II tentang Asas, Tujuan, dan sasaran;
3. Bab III tentang Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Bab IV tentang Wewenang, Tanggungjawab, dan Kewajiban
Pemerintah Daerah;
5. Bab V tentang Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat;
6. Bab VI tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
7. Bab VII tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup;
8. Bab VIII tentang Kelembagaan Pengendalian Lingkungan Hidup;
9. Bab IX tentang Kelayakan Lingkungan Hidup;
10. Bab X tentang Kemitraan Lingkungan;
11. Bab XI tentang Peran Serta Masyarakat;
12. Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif;
13. Bab XIII tentang Penyeleseian Sengketa Lingkungan;
14. Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian;
15. Bab XV tentang Ketentuan Pidana;
16. Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan;
17. Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.
d. Substansi
Substansi Peraturan Daerah ini adalah tentang perlindungan dan




1) Dalam ketentuan umum menjelaskan tentang definisi daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, instansi pengendali lingkungan hidup,
lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup, ekosistem, pengendalian lingkungan hidup,
pengendalian pencemaran air, usaha dan atau kegiatan, pelestarian
daya dukung lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup,
daya dukung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan hidup,
daya tampung beban pencemaran air, sumber daya, pencemaran
lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, air permukaan, air
tanah, daerah aliran sungai, sumber daya air, sumber pencemar, baku
mutu lingkungan hidup, kriteria baku perusakan lingkungan hidup,
kerusakan lingkungan hidup, konvervasi sumber daya, limbah, bahan
berbahaya dan beracun atau B3, Limbah bahan berbahaya dan
beracun atau limbah B3, sengketa lingkungan hidup, dampak
lingkungan hidup, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau
AMDAL, UKL dan UPL, audit lingkungan hidup, orang, organisasi
lingkungan hidup, penyidik pegawai negeri sipil, pejabat pengawas
lingkungan hidup, komisi penilai analisis mengenai dampak
lingkungan hidup daerah;
2) Asas, tujuan, dan sasaran di dalamnya dirumuskan mengenai asas-
asas, tujuan, dan sasaran pengendalian lingkungan hidupdalam
rangka pembangunan berkelanjutan di daerah;
3) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup di dalamnya termuat
pelaksanaan kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
4) Wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban Pemerintah Daerah;
5) Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
6) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang di dalamnya
temuat kegiatan pengendalian pencemaran baik pencemaran air,





7) Pengendalian perusakan lingkungan hidup yang di dalamnya termuat
kegiatan pengendalian perusakan lingkungan hidup baik hutan,
sumber daya air, lahan dan areal bekas penambangan, tanah, dan
ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, keanekaragaman
hayati dan non hayati, dan kawasan konservasi hutan lindung berupa
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
8) Kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang di dalamnya
mengatur mengenai pembentukan instansi pengendali lingkungan
hidup di daerah;
9) Kelayakan lingkungan hidup yang di dalamnya termuat mengenai
AMDAL, UKL-UPL;
10) Kemitraan lingkungan dalam hal pengendalian lingkungan hidup di
daerah;
11) Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengendali lingkungan
hidup terhadap penataan pengendalian lingkungan hidup oleh
penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
12) Penyeleseian sengketa merumuskan tentang sengketa lingkungan
hidup, penyeeseian sengketa lingkungan hidup di Pengadilan dan di
luar Pengadilan;
13) Pemantauan oleh instansi pengendali lingkungan hidup terhadap
setiap usaha dan atau kegiatan;
14) Perizinan mengatur tentang izin yang wajib dimiliki oleh setiap
usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
15) Larangan dalam rangka pengendalian pencemaran dan atau
perusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem;
16) Penetapan sanksi administrasi bagi usaha dan atau kegiatan yang
melanggar ketentuan yang berlaku;
17) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap penganggungjawab





18) Intensif dan disinsentif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka pengendalian lingkungan hidup;
19) Penyidikan yang mengatur tentang kewenangan dari Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pengawas
Negari Sipil (PPNS);
20) Pembiayaan yang memuat tentang sumber anggaran untuk
pembiayaan pengendalian lingkungan hidup;
21) Terdapat 3 (tiga) ketentuan yaitu ketentuan pidana, ketentuan
peralihan, dan ketentuan penutup.
Dimana terdapat ketentuan yang belum mengetur mengenai
kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan
ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis), dan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik di tingkat pusat
maupun daerah serta belum adanya penguatan pada fungsi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan fungsi penegakan
lingkungan hidup seperti terdapat ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2. Sinkronisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten sukoharjo Nomor 9
Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan dengan Hukum
Nasional mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Setelah dilakukan penelitian maka telah ditemukan bahwa telah
terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 9 Tahun 2009 dengan Hukum Nasional mengenai perubahan iklim
yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :





Menyatakan bahwa dalam Pasal 6 terdapat ketentuan mengenai
kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup yang terdiri atas
inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, pulau atau kepulauan,
dan wilayah ekoregion. Pasal 7 menyatakan penetapan ekoregion
(kesamaan ciri wilayah geografis) yang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran
sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan
masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Pasal 9
menyatakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah yang memuat tentang :
a) pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam;
b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan
hidup;
c) pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian
sumber daya alam;
d) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa penguatan antara lain
penguatan fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
dan pengelolaan perizinan. Penguatan fungsi Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) antara lain :
a) AMDAL dan UKL atau UPL merupakan salah satu instrumen
pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
b) Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi
penyusun dokumen AMDAL;
c) Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kabupaten atau
kota wajib memiliki lisensi AMDAL;





e) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati atau
walikota sesuai kewenangannya.
Selain itu, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan
perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur
tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu:
a) Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa
memiliki izin lingkungan;
b) Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa
memiliki sertifikat kompetensi;
c) Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang
tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAl atau UKL-UPL.
Sedangkan penguatan fungsi pengelolaan perizinan yang meliputi
peningkatkan akuntablitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun
dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan utama dalam memperoleh
izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan prasyarat mendapatkan izin
usaha dan atau kegiatan. Ijin Usaha atau ijin Kegiatan bisa batal demi
hukum, bila izin lingkungan dicabut. Sedangakan semua izin
pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh pejabat
berwenang wajib diintegrasikan dalam izin lingkungan dalam waktu 1
tahun sejak ditetapkan Undang-Undang tersebut yang dinyatakan dalam
Pasal 22 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penguatan fungsi penegakan hukum, sanksi pidana yang diperluas,
tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi juga pejabat terkait. Dalam




diterapkan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 98 - 115
berupa ancaman pidana kurungan minimal 1 (satu) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan denda-denda minimal 500 juta
dan maksimum 15 milyar.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Lingkungan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pengendalian Lingkungan mengatur mengenai Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dinyatakan dalam Pasal
44 akan tetapi belum diatur mengenai sanksi yang melanggar mengenai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan
perizinan. Peraturan Daerah tersebut belum diatur juga mengenai
kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan
ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis), dan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat daerah.
Penegakan hukum pemberlakuan sanksi pidana yang tercantum dalam
Pasal 68 yang berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Maka berdasarkan sinkronisasi diatas, dapat dikatakan bahwa
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Lingkungan perlu dilakukan revisi.
a) Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan




Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan rumah Pemerintah menurut asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan. Efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan
lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan
Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, potensi, dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada
daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
penyelenggaraan Pemerintah Negara. Dalam kenyataanya, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan
penyelenggaraan otonomi daerah maka kemudian disahkan Undang-
Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah dalam era otonomi
dalam hal ini berwenang membuat suatu Peraturan Daerah untuk
mengatur Pemerintahan Daerahnya yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah
menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan
otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintah berdasarkan asas otonomi. Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria aksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian
hubungan antar susunan Pemerintahan. Berkenaan tentang
Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 14 huruf j Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan
bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib
yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten




penanggulangan, dan pemulihan sehingga perlu dibuat kebijakan
tentang pengendalian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten
khususnya Kabupaten Sukoharjo.
Tata cara pembuatan Peraturan Daerah dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah bahwa Peraturan Daerah
ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Peraturan Daerah
tersebut merupakan penjabaran dari undang-undnag yang lebih
tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Dalam tahap menyiapkan Peraturan Daerah tersebut masyarakat
berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam rangka
pentiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah, aturan
tersebut disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari
setelah ditetapkan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi karena dapat
dibatalkan oleh Pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional, hal tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari ketentuan tata
cara pembuatan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 14 huruf j
diatas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan sudah memenuhi
syarat pembentukan Peraturan Daerah. Akan tetapi dari segi
substansi Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan dengan
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang baru dimana Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertugas








Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dimuka,
maka dapat penulis simpulkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Lingkungan belum mengatur mengenai perlindungan dan
hanya mengatur mengenai pengelolaan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 sudah
sinkron namun karena Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2009 tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, maka perlu ditambahkan
beberapa aturan tertentu mengenai kewajiban penyusunan inventarisasi
lingkungan hidup, penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis),
dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
baik di tingkat pusat maupun daerah serta penguatan pada fungsi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan fungsi penegakan
lingkungan hidup seperti terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
B. SARAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis akan
memberikan saran terkait dengan penelitian hukum ini. Saran-saran tersebut
antara lain :
1. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan karena belum
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang




2. Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan harus menyertakan ahli-ahli
hukum yang berpengalaman dan mengerti dibidangnya, baik hukum
nsaional maupun internasional. Untuk dapat memberi masukan atau
setidaknya mengisi kekurangan yang terdapat dalam suatu perturan.
3. Untuk meningkatkan pelaksanaan, perlindungan, pengelolaan, dan
pengendalian lingkungan hidup diperlukan penataan dan pengaturan
kembali hubungan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten atau Kota berkaitan dengan pengaturan
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